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PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk pengembangan profesionalisme dan
pembinaan karier bagi pegawai negeri sipil yang akan
menduduki jabatan fungsional kesehatan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Penata Anestesi dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata
Anestesi maka perlu disusun petunjuk teknis jabatan
fungsional asisten penata anestesi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis

Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 530);
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan
Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI.
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Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi

merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan

pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Asisten

Penata Anestesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten

Penata Anestesi, meliputi:

a.

(1)

(2)

(1)

jenjang jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan jabatan
fungsional;
kegiatan jabatan fungsional; dan

penilaian angka kredit.

Pasal 3
Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Jabatan
Fungsional Asisten Penata Anestesi memiliki kewenangan
untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan
anestesi pada:
a. praanestesi;
b. intraanestesi; dan
Cc. pascaanestesi
Pelayanan asuhan kepenataan anestesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dapat

melaksanakan pelayanan:

a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang
secara mandat dari dokter spesialis anestesiologi
atau dokter lain; dan/atau

b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai

kebutuhan.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5
Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter
spesialis anestesiologi di suatu daerah.
Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh Asisten Penata Anestesi yang telah
mendapat pelatihan.
Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan
anestesi sesuai dengan kompetensi tambahan yang
diperoleh melalui pelatihan.
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
bekerjasama dengan organisasi profesi terkait.
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan
pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas
pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Asisten Penata Anestesi tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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